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WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

FENJ&BARA.N PERTANGOQUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELAN.JA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENG&N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peratyran Daerah Nomeor 07  Tahun 2017 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Perlu
ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungajawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari Fertanggung]awahan Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 1299 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih yang bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Noror 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonsesia

Nomar 47, Tambzhan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tehun 2004 Nomor 035, Tambahan Lembaran Nepara Republk Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomeor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

" 'Nomormor 4400 );

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara.

' Republik Indornesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2004 Nomor 126, Tambehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4438);

Undang-Undang Momor 3I Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajpk dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenfukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201i Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

ll.Undang-Undang Nomor 6 Tashun 2014 tentang Desa|lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inﬂnnesia
Tahun 2014 Nemor 244, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemor 9 Tahun 2015 :l:ent.ém.g Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemnerintahan Daerah [Lémbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Namor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan .Keﬂa.ngan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Narmor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Fimpins.n dan
Anggots, Dewan Perwakilan Rakyat Dserah [Dembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik [Indonesia Nomor 4712), Sebagaimana telah diubah untuk ke tiga kalinya
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2t Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga. & atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tabun 2004 Tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldian
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 4712; -

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Te:ntang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tanmibahan Lembaran Negara Nomor 4502);
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16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17_Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Deerah {Lembaran Negara Republik
indonesiaTahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penera pan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585); '

19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah,
{(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Nomor 4593);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

' (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Natmor 4614) ;

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); | |

22 FPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Talwn 2010 Nomor 123, Tambahan Lemberan Nega.tﬁ: Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9219),

24. Peraturan Pemerintah Nomtor 02 Tzhun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2272);
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25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabhun 2006 tentang- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kal diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomormor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomormor 13 Tahun 2006 tentanz Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;

27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
. Dan Belanja Daerah Tahun 2016;

28, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita,
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomnor 2036}

29.Peraturan Daerah Kota Tual Nomot 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dasrah Kota Tual
Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kevangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014
Nomor (7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2017};

30. Peraturan Daerah Kota Tual Nomer 05 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah Kota Tual

Tahun Anggaran X
31. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggararn. Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2016;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal ]
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 terdiri atas :
(1} Pendapatan -
a. Pendapatan Asli Daerah . Rp 19691.231.855,09
‘b Dama Perimbangan Rp 554.677.559.176,00
¢ lain-Lain Pendapatan Yang Sah CRo .31.337.4599}563
Jumlsh Pendapatan Rp605.706.250.946,63
(2) Belanja
a Belanja Tidak Langsung
1] Belanja Pegawai Rp 141.134.794.359,00

968.778.000,00
21.389.642.600,00

2} Belanja Subsi'di Rp
3 Belanja Hibah Rp
4 Belanja Bantuan Sosial ' Rp 0,00
_ Rp 31.394.274.200,00
6 Belanjo Tak Terduga Rp _ 2.039.084.582,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung _ | Rpl?E.QEE,STé.?‘H,DD

3 Belanja Bantuan Keuangan
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b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
9 Belanp Barang dan Jasa Rp 133.353.472.211,33
Rp 223.342.131.005,00
Rp393249.324.886,33

Rp 37.553.721.670,00

3) Belanja Modal
Jumiah Belanj Langsung

Rp590.175.898.627,33

Jumnlgh Belanja
Rp 15.530.352.319,30

Surpul / Defisit

(3] Pembiayaan
4. Penerimaan ZFembiéyaa.n
b Pengeluaran.Pembiayaan
Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp 55.096573.375,18

Ro . 0,00
Rp 55.096.573.375,18

Rp 70.626925.694 48
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Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi

Anggaran.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini,
Pasal 5

Lampiran esbagaimana dimaksud dalam Passal 2 dan Fasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
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Pasal &

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuiriya, memerintahkan penpgundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerzh.

Ditetapkan di Tual
pada tanggat 15 Nopember 2017
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. Plt. SEKBETA .l'r'fi:z 4

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR 260
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